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ABSTRAK 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 

luar peradilan umum yang didasarkan para perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan lembaga 

arbitrase adalah badan yang dipilih para pihak yang bersengketa untuk 

memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut 

juga memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan 

hokum tertentu dalam hal timbul sengketa. Penyelesaian sengketa 

bisnis melalui forum arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang 

memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan 

perkara. Model penyelesaian sengketa ini sesuai dengan harapan para 

pihak yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pelaku bisnis 

banyak yang memilih penyelesaian sengketa ini karena memiliki sifat 

win-win solution yakni kepuasan dan rasa keadilan yang sama bagi para 

pihak, sehingga nantinya menghasilkan keputusan yang final, hubungan 

dan kredibilitas bisnis diantara para pihak tetap terjaga meskipun 

pernah terjadi sengketa. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara 

langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini 

memiliki sifat deskripti fanalitik, yaitu mendeskripsikan hasil yang 

didapatkan dari lapangan berupa hasilwawancara. Bahan primer dari 

penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Badan 

Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum penyelesaian 

sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan 

Surabaya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun 

ada beberapa hal yang tidak sesuai yakni para pihak tidak melunasi 

biaya perkara sebelum persidangan dimulai, maka proses beracara 

tertunda sehingga mengakibatkan tidak berjalannya prinsip arbitrase 

yakni penyelesaian sengketa cepat, sederhana, dan biaya murah.  

Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia, arbitrase, sengketa 

bisnis.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap hampir 

seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai negara termasuk di 

Indonesia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling 

terkena pengaruh globalisasi khususnya di perdagangan. Terdapat 

tiga pilar penting dalam globalisasi yaitu persaingan pasar, 

konsentrasi pasar, dan perlindungan hak atas kekayaan 

perorangan.
1
 Tiga pilar tersebut menggambarkan ciri peradaban 

di mana sebuah negara terdapat campur tangan terhadap 

pengelolaan atas kehidupan rakyatnya, terutama perdagangan. 

Pesatnya dunia perdagangan memiliki beberapa dampak positif 

bagi masyarakat, namun sebaliknya hal ini menyebabkan 

timbulnya perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun 

konflik. Jika dilihat dari kegiatan bisnis yaitu persaingan usaha 

yang jumlahnya setiap hari semakin meningkat, tidak dapat 

dipungkiri bahwa hal tersebut akan menimbulkan konflik 

kemudian menjadi suatu sengketa antara pelaku bisnis yang harus 

diselesaikan agar tidak menganggu stabilitas perekonomian 

bangsa. Membiarkan sengketa bisnis lambat diselesaiakan akan 

mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, 

produktifitasmenurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan 

biaya produksi meningkat. Dengan keadaan seperti ini konsumen 

                                                           
1
Romli Atmasasmita, Globalisasi Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Kendana 

Prenada Media Group,2010), hlm.28.  
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merupakan pihak yang paling dirugikan, selain itu peningkatan 

kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terlambat.
2
 

Di dunia bisnis, konflik disebabkan adanya keinginan untuk 

mencapai tujuan yang sama dan memperoleh hasil yang sama 

namun dengan sumber yang terbatas. Konflik tersebut timbul 

pertanda bahwa telah terjadi krisis dalam suatu hubungan 

manusia. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki 

hubungan tersebut dengan suatu upaya penyelesaian sengketa. 

Penyelesaian sengketa yang diharapkan para pihak yaitu pelaku 

bisnis tentunya penyelesaian sengketa yang tepat dan cepat. 

Penyelesaian sengketa dalam arti proses peradilan dapat 

disebut sebagai suatu penegakan hukum. Di dalam sistem 

penegakan hukum dikenal dengan sistem in court dan out court. 

Sistem in court adalah sistem penyelesaian sengketa di 

pengadilan. Sedangkan sistem out court adalah sistem 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam 

ketentuan Alternative Dispute Resolution.
3
Masyarakat secara 

umum menganggap bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat 

diselesaikan melalui jalur peradilan umum atau litigasi. Hingga 

saat ini, sering kali proses penyelesaian sengketa hanya terpaku 

pada jalur peradilan dan mengabaikan penyelesaian sengketa 

melalui non litigasi atau sering dikenal dengan APS (Alternatif 

Penyelesaian Sengketa). Proses penyelesaian sengketa melalui 

                                                           
2
Suyud Margono,Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute 

Resolution), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4. 
3
Abdul Halim Barkatullah, Sengketa Transaksi E-Commerce 

Internasional, (Bandung: Nusamedia,2010), hlm. 10. 



3 

litigasi memberikan pandangan bahwa hasil dari keputusan 

bersifat menang dan kalah (win-lose), belum mampu merangkul 

kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, 

penyelesaian lambat dan membutuhkan biaya yang mahal. 

Penyelesaian sengketa bisnis melalui model ini tidak 

direkomendasikan, meskipun akhirnya ditempuh penyelesaian itu 

semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (ultimum remidium) 

setelah alfternatif lain dirasa tidak berhasil. Penyelesaian 

sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu 

menguntungkan secara adil bagi para pihak yang bersengketa. 

Sebaliknya, melalui model penyelesaian sengketa jalur non 

litigasi memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas dalam 

menyelesaiakan perkara. Hal tersebut sesuai dengan harapan para 

pihak dalam suatu penyelisaian sengketa yaitu peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang tercantum dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4
 Oleh karena itu, sebagian 

orang cenderung untuk memilih penyelesaian secara non litigasi. 

Meskipun demikian setiap masyarakat memiliki cara sendiri 

untuk menyelesaiakan perkaranya, namun demikian dunia usaha 

yang berkembang secara global dan universal mulai mengenal 

bentuk-bentuk penyelesaian yang homogen, menguntungkan, dan 

memberikan rasa aman bagi para pihak.
5
 

                                                           
4
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  
5
Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase,(Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada,2000), hlm. 1. 
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Dalam penyelesaian sengketa bisnis, proses penyelesaian 

sengketa yang cenderung lambat akan beresiko menciptakan 

kerugian yang lebih besar bagi pihak pelaku bisnis yang 

bersengketa. Pelaku bisnis tentunya memilih suatu jalur 

penyelesaian yang sederhana, cepat, fleksibel dan efisien serta 

penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution yakni 

kepuasan dan rasa keadilan yang sama bagi para pihak, sehingga 

nantinya menghasilkan keputusan yang final, hubungan dan 

kredibilitas bisnis diantara para pihak tetap terjaga meskipun 

pernah terjadi sengketa. Hal tersebut yang mendasari suatu 

sengketa bisnis yang terjadi dalam transaksi bisnis kini 

dikembangkan dengan suatu alternatif penyelesaian sengketa 

yakni melalui jalur non litigasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa memberikan jaminan kepastian hukum bagi cara 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam setiap perjanjian 

perdagangan nasional maupun internasional.
6
 

Berdasarkan alasan tersebut, berkembang sistem arbitrase 

yang mana sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang 

didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk dijadilakan pilihan 

penyelesaian sengketa apabila nantinya timbul suatu sengketa. 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan para perjanjian arbitrase yang 

                                                           
6
Priyatna Abdurrasyid, dkk, Prospek Pelaksanaan Arbitrase di 

Indonesia, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2001), hlm. 138.  
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dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.
7
 Secara 

sederhana arbitrase adalah persetujuan para pihak yang berjanji 

sebelumnya apabila terjadi pertikaian di antara mereka, maka 

mereka setuju untuk menyelesaiakan dengan jalan arbitrase di 

mana pihak ketiga bersikap netral diberi wewenang untuk 

menyelesaikan pertikaian tersebut. Arbitrase memberikan 

beberapa keuntungan kepada yang menggunakannya, yaitu 

kerahasiaan berperkara, waktu yang cepat, tidak mahal, efiseian, 

proses tertutup dan memberikan keleluasaan ketika berproses.
8
 

Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah 

apabila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen 

atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum 

tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Proses 

arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim dalam mahkamah 

arbitrase, sebagaimana hakim permanen, meskipun hanya untuk 

kasus yang ditangani.
9
 

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesian 

sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku 

bisnis karena adanya kelebihan, yaitu: 

                                                           
7
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
8
Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan 

Penerapan Hukumnya, (Jakarta: Pranadamedia Group,2015), hlm. 85-86. 
9
Afrik Yunari, “ Abritrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”, Jurnal Ahkam, Vol. 3:2 

(November 2015), hlm. 4.  
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1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal 

prosedural dan administratif; 

3. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk 

menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat 

penyelenggaran arbitrase; dan 

4. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak 

dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun 

dilaksanakan.  

Arbitrase secara umum merupakan suatu proses 

pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara judisal, meskipun 

disederhanakan oleh para pihak seperti yang dikehendaki untuk 

menyelesaikan sengketa, dalam pemecahannya didasarkan pada 

bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
10

 Arbitrase 

menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

pengadilan yaitu proses penyelesaian yang relatif cepat, sifat 

kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki 

kebebasan untuk memilih arbiter yang netral dan ahli mengenai 

pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta biaya yang 

tentunya relatif terukur.
11

 Dalam hal penyelesaian melalui 

arbitrase, para pihak harus menyetujui suatu sengketa yang terjadi 

atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui 

arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para 

                                                           
10

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(APS), (Jakarta: PT. Fikahati Aneska,2011), hlm. 12. 
11

Meria Utama, Hukum Ekonomi Internasional, (Jakarta: PT. Fikahati 

Aneska,2012), hlm. 54.  
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pihak. Dengan demikian sengketa yang timbul merupakan 

kewenangan dari arbitrase. 

Di Indonesia dalam hal kelembagaan pelaksanaan arbitrase 

sering dikenal sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia), sebagai sebuah lembaga yang menangani 

penyelesaian sengketa melaui arbitrase atau bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya. BANI atau Badan Arbitrase 

Nasional adalah suatu badan yang dibentuk dalam rangka 

penegakan hukum khususnya menangani penyelesaian sengketa 

yang terjadi dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan, 

melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian 

sengketa lainnya antara lain di bidang korporasi, asuransi, 

lembaga keuangan, Fabrikasi, hak kekayaan intelektuaal, lisensi, 

waralaba, konstrusksi, pelayaran/ maritim, lingkungan hidup, 

penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini 

bertindak secara otonom dan independen dalam hal penegakan 

hukum dan keadilan.
12

 

BANI didirikan pada 3 Desember 1977 berdasarkan Surat 

Keputusan KADIN Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977, atas 

prakarsa Prof. Soebekti S.H, Haryono Tjitrosoebono S.H., dan 

Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola serta diawasi oleh 

Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan 

sektor bisnis. Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik 

                                                           
12

Sudiyana, “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam 

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 

4:1(2017),hlm 126. 
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melalui arbitrase pada lembaga BANI di Indonesia, BANI 

memiliki 8 (delapan) Kantor Perwakilan yaitu Jakarta, Surabaya, 

Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, Jambi.
13

 

Penelitian ini akan difokuskan pada Badan Arbitrase 

Nasional Perwakilan Surabaya. Hal ini karena penyelesaian 

sengketa yang dilaksanakan melalui arbitrase di kantor 

perwakilan Surabaya terus meningkat.
14

 Keberhasilan ini dicapai 

karena jangka waktu yang relatif singkat yakni arbitrase paling 

lama selesai dalam waktu 180 hari. Selain jangka waktu yang 

relatif singkat, sengketa yang diselesaikan dengan cara arbitrase 

yang besifat tertutup. Adapun penyelesaian sengketa yang 

diselesaikan oleh BANI perwakilan Surabaya beragam tidak 

hanya penyelesaian sengketa bisnis, misalnya sengketa hak cipta 

hingga jasa konstruksi. Disebutkan narasumber dalam 

wawancara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pewakilan 

Surabaya berhasil menyelesaikan pekara sejumlah 12 (dua belas) 

perkara di tahun 2018. Tahun tersebut terjadi peningkatan kasus 

dari tahun sebelumnya selain karena para pengusaha sudah 

mengetahui akan forum arbitrase juga dalam perjanjiannya para 

pihak menunjuk secara langsung BANI Perwakilan Surabaya 

untuk menyelesaikan sengketa. 
15

 

 

                                                           
13

https://www.baniarbitration.org, akses 15 Januari 2019.  
14

https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180726, akses 18 

Februari 2019.  
15

Wawancara dengan Suhirmanto, Kepala Sekretariat BANI Surabaya, 

tanggal 11 Maret 2019.  

https://www.baniarbitration.org/
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20180726
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok 

masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya ? 

2. Apakah Penyelesaian Sengketa bisnis sudah sesuai dengan 

UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI Rules and Procedures? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian 

sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI). 

b. Untuk mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan  

penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya berdasarkan UU 

No. 30 Tahun 1999 dan BANI Rules and Procedures. 

2. Kegunaan Penelitiaan 

Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu: 

a. Penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat 

memperluas wawasan  dan bahan informasi kepada 

pembaca khususnya akademisi agar dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan 
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dengan penyelesaian sengketa bisnis yang diselesaikan 

melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

b. Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat dalam 

memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa 

bisnis melalui jalur arbitrase. 

 

D. Telaah Pustaka 

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Afriandita Edmanda dengan 

judul Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan 

Pontianak dalam menyelesaikan Sengketa Bisnis di Kalimantan 

Barat. Penelitan ini menjelaskan bahwa kalangan pelaku usaha 

yang ada di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak masih 

banyak yang belum menggunakan BANI (Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia) sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

bisnis. Selanjutnya dalam penelitian ini menjelaskan, hal yang 

menjadi faktor rendahnya kasus yang diselesaikan oleh Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia perwakilan Pontianak disebabkan 

karena rendahnya pengetahuan kalangan pelaku usaha untuk 

menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai keunggulaan 

dari penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase adalah adanya 

asas kerahasiaan untuk menjaga nama baik dan kredibilitas 

perusahaan, arbitrase juga dirasa lebih fleksibel dan efisien 

terutama dalam hal penyelenggaraan sidang arbitrase itu sendiri. 

Sedangkan kelemahan dari arbitrase adalah adanya kesulitan 

untuk mempertemukan kehendak dari para pihak yang 

bersengketa agar yang bersengketa sama-sama menemukan 



11 

kepuasan (win-win solution), hal ini menuntut kesepakatan dan 

itikad baik para pihak hingga sidang arbitrase memperoleh 

putusan final dan mengikat.
16

 

 Penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan 

penulisan yang akan ditulis yakni mengenai penyelesaian 

sengketa bisnis melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia). Akan tetapi, skripsi tersebut memiliki perbedaan 

fokus pembahasan dengan penulisan yang akan ditulis yakni 

skripsi karya Rizka Afriandita Edmanda tersebut membahas lebih 

spesifik mengenai penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi 

kantor BANI perwakilan Pontianak serta hal-hal yang 

mempengaruhi kurang berhasilnya sengketa bisnis yang 

diselesaikan di wilayah Pontianak. Sedangkan penelitian yang 

akan ditulis memiliki fokus pembahasan pada prosedur 

penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia dan hal- hal yang menjadi kendala penyelesaian 

sengketa bisnis yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia perwakilan Surabaya dan kesesuaian pelaksanaan 

penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya 

berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI Rules and 

Procedures. 

Tesis dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian 

Sengketa Bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

                                                           
16

Rizka Afriandita Edmanda, “Eksistensi Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia Perwakilan Pontianak dalam menyelesaikan Sengketa Bisnis di 

Kalimantan Barat,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 

Pontianak, 2015, hlm. 49. 
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karya Emy Susilowaty. Penelitian ini menjelaskan mengenai 

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia lebih fleksibel, tidak terlalu formal, bersifat 

privat, cepat dan lebih murah biayanya dibandingkan dengan 

proses penyelesaian sengketa di peradialan umum dan keputusan 

yang diambil mengikat. Penelitian ini juga membahas mengenai 

putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia merupakan putusan yang final, tetap 

dan mengikat para pihak. Dengan demikian tidak dapat dilakukan 

upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
17

 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan 

ditulis yakni mengenai proses penyelesaian sengketa bisnis 

melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun penelitian 

tersebut memiliki perbedaan yakni mengenai objek penelitian. 

Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga menjelaskan secara 

spesifik mengenai perbandingan penyelesaian sengketa bisnis 

melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan peradilan 

umum yang ada di wilayah Denpasar. Sedangkan penelitian yang 

akan ditulis memilki fokus penelitian di Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dan kesesuaian 

pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan 

Surabaya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI Rules 

and Procedures. 

                                                           
17

Emy Sulistyowati, “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa 

Bisnis melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia”, Tesis Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008. 
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Tesis yang ditulis oleh Abdul Wahid dengan judul 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. 

Penelitian ini menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase memilki beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan penyelesaian sengketa di pengadilan. Arbitrase memiliki 

proses yang relatif  cepat, konfidensial, berkualitas serta 

berorientasi ke masa depan, sesuai dengan karakter dunia bisnis. 

Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui 

arbitrase sebagaimana diatur dalam undang-undang arbirase 

banyak hal yang memuat ketentuan yang tidak sebanding dengan 

ketentuan standar yang berlaku dalam kalangan pelaku bisnis 

internasional. Demikian juga aturan prosedur (rules) yang 

dimiliki oleh BANI.
18

 

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penulisan 

skripsi yang akan ditulis yaitu tentang penyelesaian sengketa 

bisnis melalui arbitrase. Namun terdapat beberapa perbedaan 

yakni metode penelitian penelitian dan tempat penelitian. Selain 

itu skripsi yang akan ditulis membahas mengenai kesesuaian 

pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan 

Surabaya berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan BANI Rules 

and Procedures. 

 

 

 

 

                                                           
18

Abdul Wahid, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui 

Arbitrase”, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.106. 



14 

E. Kerangka Teori 

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. 

Hal tersebut digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penulisan 

untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat 

oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan 

pikiran menurut kerangka logis yang mendukng masalah 

penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang 

mampu menerangkan masalah,
19

 dalam hal ini menurut penyusun 

teori yang sesuai dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase 

yaitu: 

1. Perjanjian 

Perjanjian menurut pengertian dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, pasal 1313-1314 menyebutkan “ 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih”. Atau “suatu persetujuan dibaut dengan cuma- cuma 

atau atas beban”. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan 

kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak 

itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kidah atau hak 

kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan 

dijelaskan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum, 

                                                           
19

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.   
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yaitu menimbulkan hak dan kewajiban.
20

 Sedangkan menurut 

Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu 

peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain 

atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Adapun unsur-unsur dari suatu 

perjanjian yaitu:  

a. Adanya peristiwa hukum; 

b. Terdapat dua pihak atau lebih; dan 

c. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan suatu perikatan di 

antara para pihak-pihak dlam perjanjian tersebut.
21

 

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat 

yang diterapkan oleh undang-undang. Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum perdata empat syarat  sah suatu 

perjanjian yaitu sebagai berikut:
22

 

a. Kesepakatan 

Kesepakatan dimaksudkan bahwa para pihak dalam 

perjanjian setuju untuk melaksanakan segala sesuatu yang 

telah diperjanjikan oleh mereka. Pasal 1321 Kitab 

Undang-Undang Hukum perdata menyatakan “tiada 

sepakat yang sah apabila sepekat itu diberikan kekhilafan, 

atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Apabila 

kesepakatan antara para pihak diberikan dalam keadaan di 

                                                           
20

Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), hlm. 111.   
21

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Arbirase vs 

Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolut) yang tidak Pernah Selesai, 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 170.  
22

Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik...,  hlm. 113.  
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bawah tekanan atau paksaan karena kekhilafannya, 

persetujuan yang diberikan tidak mengikat para pihak. 

b. Kecakapan 

Cakap adalah orang tersebut dapat mempertanggung-

jawabkan segala tindakannya. Pasal 1329 Kitab Undang-

Undang Hukum perdata menyatakan, “setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh 

undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Seorang 

dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian apabila 

berdasarkan ketentuan undang-undang , ia tidak mampu 

membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat 

hukum yang sempurna, seperti yang berada di bawah 

curatele dan perempuan yang bersuami. 

c. Objek tertentu 

Sebagaimana ketentuan pasal 1333 Kitab Undang-Undang 

Hukum perdata bahwa perjanjian harus terdapat objek 

perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dipenuhi 

dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau 

setidaknya dapat ditentukan pokok atau objek perjanjian. 

Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi dalam perjanjian akan 

berakibat batal demi hukum atu bata mutlak, artinya 

perjanjian batal sejak semula dan hakim dapat 

membatalkan tanpa permintaan salah satu pihak. 

d. Sebab yang halal 

Sebab yang halal berkaitan dengan isi atau tujuan 

perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Pasal 1335 
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Kitab Undang-Undang Hukum perdatamenyatakan, 

“suatu  perjanjian tanpa sebab, atau yang telah diperbuat 

karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan”.  

2. Teori Kewenangan 

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa 

Inggris, “Authority of theory” sedangkan dalam bahasa 

Belanda “theorie van hetgezag”, dan dalam bahasa Jerman 

“theorie der autoritat”. HD. Stoud, seperti yang dikutip 

Ridwan HR, menjelaskn bahwa kewenangan adalah 

keseluruhan aturan yang berkenan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik 

dalam hubungan hukum publik.
23

 Indroharto berpendapat 

bahwa wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah,
24

 beliau 

berpendapat dalam 3 (tiga) macam kewenangan yang 

bersumber dari perundang-undangan yakni:   kewenangan 

atribusi, kewenangan delegasi, dan mandat.  

Atribusi merupakan cara normal dalam memperoleh 

wewenang pemerintah yang langsung bersumber dari undang-

undang. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan 

dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 

                                                           
23

H. Salim, dan Nurbadi, ES, Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 183.  
24

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 94.  
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lainnya. Sedangkan mandat adalah penugasan kepada 

bawahan, hal ini terjadi ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 

namanya.
25

 

Teori kewenangan disini termasuk dalam golongan 

kewenangan atribusi dimana wewenang diperoleh langsung 

dari undang-undang. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia dalam menyelesaiakan sengketa melalui arbitrase 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

3. Teori Penyelesaian Sengketa 

Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya 

dilakukan secara litigasi atau melalui pengadilan. Hal tersebut 

membuat posisi para pihak berada pada posisi saling 

berlawanan. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak 

direkomendasikan. Meskipun akhirnya ditempuh 

penyelesaian sengketa ini semata-mata hanya penyelesaian 

sengketa  sebagai jalan terakhir (ultimum remidium) setelah 

aternatif lain tidak berhasil.
26

 

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan 

ini umumnya dinamakan dengan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). 

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang 

                                                           
25

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), hlm. 3.   
26

Suyud Margono, ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek 

Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2000), hlm. 12. 
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dilakukan di luat pengadilan (ordinary court) melalui proses 

negosiasi, mediasi dan arbitrase.
27

 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa 

perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak.
28

 Prinsip arbitrase adalah penyelesaian sengketa 

dengan cepat, tepat dan hasil memuaskan. Hal tersebut 

dikatakan cepat karena alokasi waktu penyelesaian cukup 

pendek, dan setelah ada putusan dari lembaga arbitrase, tidak 

bisa diadakan upaya hukum dari para pihak, sehingga semua 

putusan dianggap final dan mengikat semua pihak. Dikatakan 

tepat yakni pada prinsipnya pemerikasaan pada lembaga 

arbitrase lebih menitikberatkan pada aspek dokumen dan 

perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa.  

4. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum 

Teori keadilan merupakan suatu teori yang mengkaji dan 

menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau 

ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu 

terhadap masyarakat atau individu lainnya.
29

  Kaitannya 

dengan tema penelitian teori keadilan dalam penyelesaian 

sengketa bisnis merupakan bentuk kristalisasi wewenang dari 

                                                           
27

Ibid, hlm. 43. 
28

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif penyelesaian sengketa.  
29

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, Buku Kedua(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

hlm. 26.  
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sebuah institusi yaitu lembaga arbitrase untuk menyelesaikan 

sengketa bisnis yang terjadi. 

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu 

hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. 

kepastian hukum diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, 

bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau 

penguasa berdasarkan peraturan hukum. Kepastian hukum 

merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan 

hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas 

keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran 

secara harafiah dari ketentuan undang-undang.
30

 

5. Teori Peran  

Teori peran atau yang disebut dalam bahasa Inggris 

dengan role of theory, dalam bahasa Belanda disebut dengan 

theorie van de rol, sedangkan dalam bahas Jerman disebut 

dengan theorie von der rolle yakni teori yang menganalisis 

tentang tugas-tugas yang harus dilaksankan oleh orang-orang 

atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam 

masyarakat, baik mempunyai kedudukukan formal maupun 

informal. Dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto 

Achmad sebagaimana dikutip oleh Salim HS menjelaskan 

bahwa teori peran atau role theory yaitu teori yang mengkaji 

dan menganalis tentang peran dari sebuah institusi dan 

masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan 

                                                           
30

H. Ridwan Syahrani, Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, 

(Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 124. 



21 

mngakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
31

 

Institusi yang dimaksud dibagi menjadi dua macam. 

Pertama, institusi formal merupakan lembaga yang dibentuk 

secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi tersebut 

meliputi institusi eksekutif atau yang menjalankan roda 

pemerintahan, legislatif  atau pembentuk undang- undang, 

dan institusi yudikatif atau yang menjalankan undang-undang. 

Kedua, institusi nonformal yakni institusi yang dibentuk oleh 

masyarakat kerana adanya kebutuhan dalam masyarakat 

untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara 

warga masyarakat. Berkaitan dengan penelitian yang akan 

dibahas teori ini digunakanan untuk mejelaskan mengenai 

peran sebuah lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perkara 

sengketa komersial atau bisnis melalui forum arbitrase.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya 

penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Metodologis 

artinya sesuai dengan metode tertentu atau cara tertentu. 

Konsisten artinya tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 

suatu kerangka tertentu.
32

 Untuk mempermudah penulisan ini, 

                                                           
31

Ibid, hlm. 142.  
32

Soejono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: UI Press,2010), 

hlm. 42. 
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adapun metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah 

penelitian lapangan (field research),
33

 yakni dalam penelitian 

ini penulis menjadikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

Perwakilan Surabaya sebagai objek penelitian. Penyusun akan 

mengambil langsung dari lembaga tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa 

fenomena, praktek dan kebiasaan sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat.
34

 Kemudian dilakukan analitik terhadap pokok 

masalah yang sudah ditentukan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan 

yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang menyangkut 

peraturan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis 

melalui arbitrase yang ditemukan dilapangan terkait proses 

penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yang dilakukan 

oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan 

Surabaya. 

 

                                                           
33

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Aneka Cipta,1998), hlm. 11.  
34

Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 

1985), hlm. 19. 
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4. Lokasi Penelitian 

Penelitian skripsi ini penyusun menjadikan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya sebagai lokasi atau 

objek penelitian. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber di lapangan.
35

 Data primer dalam penelitian ini 

digunakan untuk menentukan pemahaman yang jelas dan 

lengkap yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan 

secara langsung, yakni di Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia Perwakilan Surabaya. Data primer ini 

dihasilkan dari wawancara atau interview. 

b. Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum 

yang memiliki otoritas (autoritatif).
36

 Bahan hukum 

primer yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi peraturan perundang-undangan dalam 

alternatif penyelesaian sengketa, yakni Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan BANI Rules and 

Procedures. 

                                                           
35

Soejono Soekanto,Pengantar Penelitian..., hlm. 12.  
36

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 47.  
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari berbagai hasil penelitian 

mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa, buku teks yang memuat prinsip-prinsip 

dasar dalam ilmu hukum, jurnal, karya ilmiah, serta 

artikel-artikel yang memuat pandangan-pandangan 

ahli hukum yang berhubungan dengan objek kajian. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan bahan hukum primer dan 

sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses memperoleh data yang 

bersifat primer. Hal ini diperoleh dari data-data melalui 

tanya jawab secara lisan dengan pihak  terkait dalam 

penyelesaian sengketa bisnis  melalui arbitrase di Badan 

Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya. 

b. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi 

Teknik tersebut merupakan suatu model pengumpulan 

data dengan cara membaca atau mempelajari dari buku, 

peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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c. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

berupa pengamatan langsung di lapangan tentang 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya, 

kemudian data tersebut dianalisa dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa yang dikuatkan dengan wawancara 

kepada Kepala Sekretariat di Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia Perwakilan Surabaya. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.
37

 

Penyusun menggunakan metode deskriptif analitis, selanjutnya 

penyusun melakukan analisis terhadap data yang telah 

diperoleh. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana 

penyusun skripsi dengan cara menunjukan urutan secara logis 

hubungan antara bab satu  dengan bab yang lainnya. Sistematika 

dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang 

memuat secara rinci yakni latar belakang masalah yang akan 

                                                           
37

Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, 

(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.   
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diteliti serta sasaran penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian serta kegunaan. Rumusan masalah 

berisi gambaran mengenai apa yang menjadikan pokok 

permasalahan. Selanjutnya adalah telaah pustaka yakni yang 

membedakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian 

data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka teoritik. 

Untuk dasar melakukan penelitian menggunakan metode 

penelitian. Selanjutnya sistematika pembahasan yang 

menjelaskan gambaran secara umum bab yang akan dibahas. 

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang alternatif 

penyelesaian sengketa, arbitrase dan sengketa bisnis. 

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan penyelesaian 

sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

Perwakilan Surabaya. 

Bab keempat, berisi tentang analisis peran Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya dalam penyelesaian 

sengketa bisnis tahun 2018. 

Bab kelima, dalam bab ini yakni penutup yang meliputi 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai 

masukan terkait dengan penelitian ini untuk memberikan hazanah 

keilmuan baru dalam bidang ilmu hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan data dan informasi proses penyelesaian sengketa 

bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

Perwakilan Surabaya di mulai dengan memasukan 

permohonan penyelesaian sengketa di BANI Perwakilan 

Surabaya dengan mencantumkan perjanjian kerjasama yang 

memuat perjanjian arbitrase dalam hal timbul sengketa. 

Selanjutnya BANI meneruskan permohonan pemohon kepada 

termohon untuk menyampaikan tanggapannya. Pada masing-

masing surat tersebut para pihak sekaligus menyampaikan 

arbiter pilihannya. Selanjutnya para pihak harus membayar 

biaya arbitrase sebelum persidangan dimulai. Acara 

dilanjutkan pada sidang pertama yakni mediasi. Jika mediasi 

atau upaya mendamiakan tersebut gagal maka acara 

dilanjutkan dengan replik, duplik, pemeriksaan bukti tertulis 

maupun saksi, kemudian diikuti dengan kesimpulan dan 

putusan. Setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusan maka 

putusan tersebut harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri 

dimana termohon berdomisili.  

2. Penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya 

ada beberapa acara yang kurang sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang dan BANI Rules and Procedures. Hal 
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tersebut diantaranya para pihak tidak melunasi biaya perkara 

sebelum persidangan dimulai, maka proses beracara tertunda 

sehingga mengakibatkan tidak berjalannya prinsip arbitrase 

yakni penyelesaian sengketa cepat, sederhana, dan biaya 

terukur.  

 

B. Saran  

Berdasarkan data-data yang diperoleh maka penulis dapat 

mengemukalkan saran yaitu sebagai berikut:  

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya 

hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada 

para pihak mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui 

arbitrase. Sosialisasi tersebut hendaknya dilakukan tidak 

hanya pada waktu-waktu tertentu, melainkan lebih 

ditingkatkan dengan harapan semakin banyak para pengusaha 

dan lapisan masyarakat yang mengetahui arbitrase sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu sosialisasi tersebut 

mampu memberikan pemahaman bahwa penyelesaian 

sengketa bisnis melalui APS merupakan penyelesaian 

sengketa yang berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya 

terukur. 

2. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis melalui 

arbitrase untuk lebih memahami mengenai prosedur beracara 

di BANI, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat 

tercapai dalam waktu 180 hari tanpa ada penundaan waktu 

dalam setiap proses beracara. 
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